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WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR … TAHUN 2021
TENTANG
PENGATURAN MANAJEMEN DAN REKAYASA PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN LALU LINTAS PADA JARINGAN JALAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,
	Menimbang :
	a. Bahwa dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas, diperlukan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelancaran lalu lintas;
b. Bahwa agar pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta  Manajemen  Kebutuhan  Lalu  Lintas,  perlu diatur petunjuk pelaksanaan manajemen dan  rekayasa  lalu lintas;
c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Penyelenggaraan kegiatan maupun pembangunan yang melibatkan fungsi utama jalan, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;


	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, kemudin diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
12. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2000 Nomor 10/B);
14. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Tahun 2016-2036;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan 
: 
PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG  TENTANG PENGATURAN MANAJEMEN DAN REKAYASA PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN LALU LINTAS PADA JARINGAN JALAN DAERAH
BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal  1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Bontang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. WALIKOTA adalah Walikota Bontang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bontang.

7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bontang.

8. Sekretariat adalah seksi atau bagian yang emiliki tugas pokok atau bagian yang memiliki tugas pokok terkait analisi dampak lalu lintas dan manajemen rekayasa lalu lintas di Dinas Perhubungan Kota Bontang.
9. Bidang Lalu Lintas Angkutan adalah Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kota Bontang.

10. Tim Evaluasi adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur internal di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bontang yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen manajemen rekayasa lalu lintas. 

11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

13. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
15. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
16. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
17. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
20. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
21. Jaringan Lintas adalah kumpulan dari Lalu Lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
22. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. 
23. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perencanaan secara menyeluruh untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan dengan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan;
24. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.

25. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
26. Dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu  kegiatan  dan/atau  usaha  tertentu  terhadap  kinerja lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
27. Tata cara pelaksanaan sanksi adminstratif terkait Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian tata cara mengenai sanksi adminitrasi dari pelanggaran pengembang atau pembangun dalam melakukan pusat kegiatan pembangunan, permukiman dan infrastruktur yang tidak sesuai dengan dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
28. Pengembang atau Pembangun adalah orang atau badan hukum yang melaksanakan pembangunan fisik.

29. Badan Hukum adalah suatu Badan atau perkumpulan yang dalam hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.
30. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan serta penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari Andalalin.
(2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan Moda Angkutan lain untuk mendorong perekonomian serta mengatur dan mengawasi pertumbuhan pembangunan terhadap kondisi lalu lintas.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota ini Penetapan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada jaringan jalan di Kota Bontang.
BAB III
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 4
(1) Penyelenggaraan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kota Bontang meliputi:

a. Perencanaan;

b. Pengaturan;

c. Pengawasan; dan

d. Pengendalian.

(2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Inventarisasi dan evaluasi permasalahan lalu lintas;

b. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;dan

c. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

(3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penetapan kebijakan lalu lintas dengan pemasangan Prasarana Lalu Lintas.

(4) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.  
Bagian Kesatu
Jenis Pusat Kegiatan dan Permukiman
Pasal 5
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman yang tidak wajib Andalalin dan dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
(2) Rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dapat berupa  pembangunan  baru, perubahan  fungsi dan atau pengembangan.
Pasal 6
(1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa bangunan untuk:
a. kegiatan perdagangan;
b. kegiatan perkantoran;
c. kegiatan industri;
d. fasilitas pendidikan;
e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau  tarikan lalu lintas.
(2)
Permukiman sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 5 ayat (2) berupa:
a. perumahan dan permukiman;
b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas. 
Bagian Kedua
Kriteria Ukuran Minimal Manajemen dan Rekayasa Latu Lintas
Pasal 7
Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman yang wajib dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
BAB IV

TATA CARA MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 8
(1) Pengembang atau pembangun pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib mengajukan usulan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagai bagian dari Andalalin.
(2) Pengembang atau pembangun melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menunjuk badan hukum yang memiliki pengalaman di bidang perencanaan lalu lintas dan angkutan jalan.
(3) Hasil kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen kajian.
(4) Dokumen kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
a. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan;
b. analisis
bangkitan
dan
tarikan
lalu
lintas dan angkutan
jalan akibat pembangunan;
c. analisis kebutuhan parkir dan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan; dan
d. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak.
Pasal 9
(1) Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, meliputi:
a. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
b. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan baru atau pengembangan;
c. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan disekitar lokasi rencana pembangunan baru, perubahan fungsi dan atau pengembangan.
(2) Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor trip rate yang ditetapkan secara nasional.
(3) Analisis kebutuhan parkir dan sirkulasi lalu lintas di sekitar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c meliputi analisis penyediaan fasilitas dan lahan parkir serta sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal di sekitar kawasan pembangunan.
(4) Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, meliputi:
a. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
b. manajemen kebutuhan lalu lintas;
c. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
d. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk  orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
e. penyediaan fasilitas bongkar muat;
f. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan; dan
g. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan.

Pasal 10
(1) Untuk melakukan penilaian terbadap dokumen kajian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), Kepala Dinas membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. melakukan penilaian terhadap hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas;
b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
c. memberikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas.
Pasal 11
(1) Apabila berdasarkan hasil penilaian Tim, dokumen yang disampaikan telah memenuhi kriteria dan persyaratan, maka Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian dokumen basil manajemen dan rekayasa lalu lintas dari Tim Penilai wajib memberikan persetujuan;
(2) Dalam hal hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) buruf c belum memenuhi persyaratan, Kepala Dinas mengembalikan dokumen hasil analisis kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan;
(3) Pengembang atau pembangun diberi kesempatan untuk menyempurnakan dan menyampaikan kembali dokumen kajian dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
(4) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak mengembalikan Dokumen kajian dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas  membatalkan dan wajib mengurus ulang dokumen kajian kepada pengembang atau pembangun.
Pasal 12
(1) Pengembang atau pembangun yang sebelum mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen kajian;
(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen kajian;
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan saat masa pembangunan dan selama pusat kegiatan dan permukiman dioperasikan.
BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Pasal 13
(1) Dinas menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan berdasarkan: 
a. laporan pengembang atau pembangun mengenai kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas setiap bulan; 
b. hasil pengendalian dan pengawasan; dan 
c. hasil penilaian kinerja pengembang atau pembangun.
(3) Hasil kegiatan pengumpulan dan pengolahan data perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Dinas Perhubungan sebagai bahan evaluasi dalam pemberian persetujuan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman, dan standar teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; 
b. memantau pelaksanaan rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman yang wajib dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Pengembang atau Pembangun; 

c. melaporkan Pengembang atau Pembangun yang melakukan penyimpangan terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan dan permukiman yang wajib dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada Dinas Perhubungan; dan 

d. mematuhi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. 

(3) Laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus disertai bukti penyimpangan berupa: 
a. foto; dan 

b. keterangan penyimpangan. 

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Perhubungan;

(5) Dinas Perhubungan mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu

Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 15
(1) Pembinaan dan pengawasan terbadap pengembang atau pembangun yang dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang telah mendapatkan persetujuan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. pemberian pedoman, bimbingan dan arahan; 

b. penerapan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur; 

c. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan; 

d. fasilitasi kerjasama pengembangan sistem informasi; 

e. monitoring dan evaluasi. 

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 16
Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat dievaluasi apabila:

a. Adanya perubahan peruntukkan;
b. Adanya perubahan syarat zoning;
c. Adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha;
d. Adanya hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa.
BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 17
(1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas yang tertuang dalam dokumen izin pembangunan.
(2) Pengembang atau pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (1) dikenai sanksi administrasi oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :

a. Peringatan tertulis;

b. Penghentian sementara pelayanan umum;

c. Penghentian sementara kegiatan;

d. Denda administratif;

e. Pembatalan izin; dan /atau

f. Pencabutan izin;
Pasal 18
(1) Sanksi administratif berupa peringataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) huruf a sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam persetujuan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Perhubungan.
(3) Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bontang.
Pasal 19
(1) Apabila pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi adminitrasi berupa; penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
(2) Dalam hal penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebelum pengembang atau pembangun melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perhubungan.
Pasal 20
(1) Apabila pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2).
(2) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilarang melaksanakan kegiatan dan/atau usaha sebelum pengembang atau pembangun melaksanakan kewajiban yang dimuat dalam dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas atau melaksanakan kewajiban-kewajiban baru berdasarkan hasil evaluasi Dinas Perhubungan.

Pasal 21
(1) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi denda adminitrasi atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin.
(2) Selain dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggaran lain terhadap peraturan Walikota ini dapat dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha yang sudah memiliki dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas atau dokumen lain yang dipersamakan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini sampai masa berlaku habis.
Pasal 23
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha yang belum memiliki dokumen kajian atau dokumen lain yang dipersamakan wajib mengurus manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa surat persetujuan dokumen hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.
Pasal 24
Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.
Ditetapkan di Bontang

pada tanggal ….

WALI KOTA BONTANG,
NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang

pada tanggal ….

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

 AJI ERLYNAWATI
LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BONTANG           NOMOR ……TAHUN 2021
TENTANG PENGATURAN MANAJEMEN DAN REKAYASA PENGGUNAAN JARINGAN JALAN DAN LALU LINTAS PADA JARINGAN JALAN DAERAH

KRITERIA UKURAN MINIMAL MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
	No
	Jenis Dan Rencana Pembangunan
	Ukuran Minimal Manajemen Rekayasa   Lalu Lintas

	1.
	PUSAT KEGIATAN
	

	a.
	Kegiatan Perdagangan
	

	
	Pusat Perbelanjaan/ritail
	100 - 499 m2 luas lantai bangunan

	
	
	

	b.
	Kegiatan Perkantoran
	150 - 999 m2 luas lantai bangunan

	
	
	

	c.
	Kegiatan Industri
	

	
	Industri dan pergudangan
	1000 - 2499 m2 luas lantai bangunan

	
	
	

	d.
	Fasilitas Pendidikan
	

	1).
	Sekolah/universitas
	100 - 499 siswa

	2).
	Lembaga Kursus
	Kurang dari 50 siswa/waktu

	
	
	

	e.
	Fasilitas Pelayanan Umum
	

	1).
	Rumah Sakit
	Kurang dari 50 tempat tidur

	2).
	Klinik Bersama
	Kurang dari 10 ruang praktek dokter

	3).
	Bank
	Kurang dari 500 m2 luas lantai bangunan

	
	
	

	f.
	Pusat Hiburan
	

	1).
	Tempat Karaoke
	≥ 10 kamar

	2).
	Tempat Bilyar
	  ≥10 meja

	3).
	Tempat Rekreasi
	Kapasitas pengunjung kurang dari 100 orang dan/atau luas kuraniz dari 10000 m2

	
	
	

	g.
	Hotel
	Kurang dari 50 kamar

	
	
	

	h.
	Gedung pertemuan
	Kurang dari 500m2 luas lantai bangunan

	
	
	

	i.
	Gedune: I Taman Parkir
	Minimal 30 SRP Roda 4 atau 50 SRP Roda 2

	
	
	

	j.
	Restaurant
	25 - 99 tempat duduk

	
	
	

	k.
	Fasilitas Olahraga (indoor atau outdoor)
	Kapasitas penonton kurang dari 100 orang dan/atau luas kurang dari 10000 m2

	
	
	

	l.
	Bengkel / Showroom Kendaraan Bermotor
	200 - 1999 m2 luas lantai bangunan (Roda 4) atau 100 - 1999 m2 luas lantai bangunan (Roda 2)

	m.
	Pencucian Mobil
	Kurang dari 2000 m2 luas lantai bangunan

	n.
	Workshop Advertising
	≥100 m2 luas lantai bangunan

	o.
	Tempat Pernakaman Umum
	≥ 10000 m2 luas lokasi

	p.
	Pusat Refleksi/Kecantikan
	≥ 10 kamar

	
	
	

	2.
	PERMUKIMAN
	

	a.
	Perumahan dan Permukiman
	

	1).
	Perumahan Sederhana
	50 - 149 unit

	2).
	Perumahan Menengah-Atas
	Kurang dari 50 unit

	
	
	

	b.
	Rumah susun dan Apartemen
	

	1).
	Rumah susun sederhana
	Ku rang dari 100 unit

	
	
	

	2).
	Apartemen
	Kurang dari 50 unit

	
	
	

	c.
	Asrama
	Kurang dari 50 kamar

	
	
	

	d.
	Ruko
	Luas lantai keseluruhan 200 - 1999m2


